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Abstrak
 

RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu,

Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin

mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa

RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil

keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan

permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar

permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta

Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan

cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

425/PDT.P/2007/PN.J KT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan

permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri,

dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses

permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewengan yang diatur dalam UUPT, dan

terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan

penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan

atas kebenaran materilnya.

......

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular

legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of

2007. The west Jakarta District Court?s order (Penetapan Pengadilan) case number

425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as

the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary

general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of

shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting  resolutions. Moreover, before the

previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District

Court regarding the general meeting of shareholders quorum court?s order. The applicant subjected a

number of proposals along with the court complete granted.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=122198&lokasi=lokal


 

This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing

literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations

either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The

west Jakarta District Court?s order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the

extraordinary general meeting of shareholder quorum court?s order, and the role of notary to be present at

the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district

court?s order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not

constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no

more than the formality form of the deeds.


